
h i 7 

BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR I4 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA 
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA 

SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 
(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, bagian Ketiga 
tentang Mekanisme dan Tahap Penyaluran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan 
Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara untuk Setiap Desa Se-Kabupeten Bengkayang 
Tahun Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kouangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lemb~ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 



.. 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4593 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5694); 

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 
tentang Pendamping Desa; 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa; 

22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan barang/ Jasa di Desa; 

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN 
BENGKAYANG 

Pasal 1 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 tahun 
2015 tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap 
Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten bengkayang Tahun 2016 Nomor 35); diubah sebagai berikut: 
1. Di antara angka 15 dan 16 Pasal 1 disisipkan dua (dua) angka, yakni 

angka 15a dan angka 15b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 



4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka 
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana 
perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, 
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 
menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh 
pengeluaran Negara pada bank sentral. 

15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

15a. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung 
seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Desa pada bank yang ditetapkan. 



15b. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah 
kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai 
akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan 
kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa 
sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih 
perhitungan anggaran APBDesa. 

16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa; 

17. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat 
melalui pemilihan Kepala Desa; 

18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan 
Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan Desa. 

20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota. 

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) dan ayat (4) diubah 
dan ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 18 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan 
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun 
anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa di 
tetapkan. 

(4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga 
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah APBD Kabupaten 
telah ditetapkan. 

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan: 
a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati. 
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b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 
c. Kepala Desa rnenyampaikan peraturan Desa clan laporan 

realisasi kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan 
Maret. 

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
rnenyampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati. 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagairnana dirnaksud 

pada huruf a, menunjukan paling kurang Dana Desa tahap I 
telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa tahap I sebagairnana dimaksud pada huruf a kepada Bupati 
paling lambat minggu keempat bulan Juli. 

(4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan 
dalam APBDesa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal April 2016 

1 BUPATI BE 

k ysURYADMAN Gib6Tr 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal 1A April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 

KRISTIANUS ANYIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 14 


